
B/568/M.KT.Ol/2019 tanggal4 Juli 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keteriagakerjaan

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian

Ketenagakerjaan, perlu menyernpurnakan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nemer 13 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan;

b. bahwa penataan organisasi dan tata Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan telah memperoleh

persetujuan Menteri PendayagunaanAparatur Negara

dan Reforrnasi Birokrasi dalam surat Nemer

Menimbang

MENTER!KETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANMENTERJKETENAGAKERJAAN

REPUBLIKINDONESIA

NOMOR12TAHUN2019

l'ENTANG

PERUBAHANKEDUAAl'AS PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN

NOMOR13TAHUN2015 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA

KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN

MENTERIKETENAGAKERJAAN
REPUBllK INDONESIA

I SALINAN I



KETENAGAKERJAAN.

TATADAN KEMENTERlANKERJAO.RGANfSASl

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nornor 7 Tahun 2015 ten tang

Organisasi Kernenterian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun

2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kernenterian Ketenagakerjaan [Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 411) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Ketenagakerjan Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nornor 750);

KernenterianKerjaTataOrganisasi dan

Ketenagakerjaan;
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Pasal4

(1) Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan

terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan

Produktivitas;
c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja;
d. Direktorat .Jenderal Pembinaan. Hubungan

Industrial dan J aminan Sosial Tenaga Kerja;

e. Direktorat Jenderal Pernbinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;

f. Inspektorat Jenderal;

g. Badan Perencanaan dan Pengembangan

Ketenagakerj aan;

h. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya

Manusia;

1. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;

J. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

dan

k. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

l. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi

sebagai beriku t:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor 13 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 750), diubah sebagai berikut:
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Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.

5) Direktorat Pengembangan dan

Perluasan Kesempatan Kerja.

danPenempatan4) Direktorat

c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal.

2) Direktorat Pengembangan Pasar Kerja.

3) Direktorat Penernpatan Tenaga Kerja

Dalam Negeri.

Kornpetensi dan Pelatihan Kerja.

3) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan.

4) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga

Pelatihan.

5) Direktorat Bina Pemagangan.

6) Direktorat Bina Produktivitas.

StandardisasiBina2) Direktorat

b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal.

(2) Satuan organisasi Eselon I Kementerian

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercliri atas:

a. Sekretariat Jenderal.

1) Biro Perencanaan dan Manajemen

Kinerja.

2) Biro Keuangan.

3) Biro Organisasi dan Sumber Daya

Manusia Aparatur.

4) Biro Hukum.

5) Biro Umum.

6) Biro Kerja Sarna Luar Negeri.

7) Biro Hubungan Masyarakat.
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f. Inspektorat Jenderal

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2) Inspektorat I.

3) Inspektorat II.

4) Inspektorat III.

5) Inspektorat IV.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5) Direktorat Bina Penegakan Hukurn

Ketenagakerj aan.

6) Direktorat Bina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

NormaPengawasan4) Direktorat

e. Direktorat Jenderal Pernbinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

1) Sekretariat Direktorat JenderaL

2) Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan

Jarninan Sosial Tenaga Kerja.

3) Direktorat Pengawasan Norma Kerja

Perempuan dan Anak.

d. Direktorat Jenderal Pernbinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.

2. Direktorat Persyaratan Kerja.

3. Direktorat Pengupahan.

4. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

5. Direktorat Kelernbagaan dan Kerja Sarna

Hubunganlndustrial.

6. Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.

6) Direktorat Pengendalian Penggunaan

Tenaga Kerja Asing.
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d. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Ketenagakerjaan; dan
e. Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.

Pengembangan
Pasal642

Badan Perencanaan dan
Ketenagakerjaan terdiri atas:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan;
c. Pusat Data dan InformasiKetenagakerjaan;

2. Ketentuan Pasal 642 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

g. Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan.
1) Sekretariat Badan.
2) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan.

3) Pusat Data dan Informasi
Ketenagakerjaan.

4) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ketenagakerjaan.

5) Pusat Teknologi Informasi
Ketenagakerjaan.

(3) Satuan organisasi Pusat Kementerian
Ketenagakerjaan adalah Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Surnber Daya Manusia

Ketenagakerjaan.
(4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam
Larnpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasa1675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 674, Pusat Data dan Inforrnasi

Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

program di bidang pengolahan, penyajian,

pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengolahan, analisis, penyajian, pelayanan data

dan informasi ketenagakerjaan;

c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang pengolahan, analisis, penyajian,

pelayanan data dan inforrnasi ketenagakerjaan;

dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat Data dan Informasi

Ketenagakerjaan.

4. Ketentuan Pasal 675 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan,

pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan.

KetenagakerjaanInformasidanDataPusat

Pasal 674

3. Ketentuan Pasal 674 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 677, Bidang Pengolahan dan Analisis

Data menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bah an penyusunan kebijakan teknis di

bidang identifikasi kebutu han, pengumpulan,

standardisasi, pengolahan, dan. integrasi data

ketenagakerjaan dalarn dan luar negeri;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang identifikasi kebutuhan, pengumpulan,

standardisasi, pengolahan, integrasi dan anaLisis

data ketenagakerjaan dalam dan luar negeri; dan

7. Ketentuan Pasal 678 diubah, sehingga berbunyi

sebagai beriku t:

Pasa1677

Bidang Pengolahan dan Analisis Data mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, peman tauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang pengolahan dan analisis data.

6. Ketentuan Pasal 677 diubah, sehingga berbunyi

sebagai beriku t:

Pasal676

Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan terdiri atas:

a. Bidang Pengolahan dan Analisis Data;

b. Bidang Diseminasi Informasi; dan

c. Subbagian Tata Usaha.

5. Ketentuan Pasal 676 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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PasaJ 680

(1) Subbidang Pengolahan Data mernpunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi

kebutuhan, pengurnpulan, standardisasi,
pengolahan serta integrasi data keteriagakerjaan

daJam dan luar negeri;

(2) Subbidang Analisis Data mernpunyasi tugas

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

interpretasi serta analisis data ketenagakerjaan

daJam dan luar negeri.

9. Ketentuan Pasal 680 diubah, sehingga berbunyi

sebagai beriku t:

Pasal 679

Bidang Pengolahan dan Analisis Data terdiri atas:

a. Subbidang Pengolahan Data;

b. Subbidang Analisis Data.

8. Ketentuan Pasal 679 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

peJaporan di bidang identifikasi kebutuhan,

pengumpuJan, standardisasi, pengolahan,

integrasi dan analisis data ketenagakerjaan

dalam dan luar negeri.
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Pasa1683

Bidang Diseminasi Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Penyajian Data dan Informasi; dan

b. Subbidang Pelayanan Data dan Informasi.

12. Ketentuan Pasal 683 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 681, Bidang Diseminasi Informasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di

bidang konsolidasi, pengemasan, penyajian,

publikasi serta pelayanan data dan informasi

ketenagakerjaan dalam dan luar negeri;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis

ill bidang konsolidasi, pengemasan, penyajian,

publikasi serta pelayanan data dan informasi

ketenagakerjaan dalam dan luar negeri; dan

c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang konsolidasi, pengemasan,

penyajian, publikasi serta pelayanan data dan

informasi ketenagakerjaan dalarn dan luar negeri.

11. Ketentuan Pasal 682 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang penyajian dan pelayanan data

dan informasi.

tugas

dan

mempunyai
penyusunanpenyiapanmelaksanakan

Pasal681

Bidang Diseminasi Informasi

10. Ketentuan Pasal 681 diu bah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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19. Di antara Pasal 705 dan Pasal706 disisipkan 12 (dua

belas) pasal, yakni Pasa! 705A, Pasal 7058, Pasal

705C, Pasal 705D, Pasal 705E, Pasal 705F, Pasal

7050, Pasal 705H, Pasal 705!, Pasal 705J, Pasal 705K,

dan Pasal 705L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Pusat 'I'eknologi Informasi Ketenagakerjaan

14. Ketentuan Pasal 685 dihapus.

15. Ketentuan Pasa1686 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 687 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 688 dihapus.

18. BABIXditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketujuh

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa1684

(1) Subbidang Penyajian Data dan Informasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang konsolidasi, pengemasan, serta penyajian

data dan informasi ketenagakerjaan dalam dan

luar negeri;

(2) Subbidang Pelayanan Data dan Informasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang publikasi dan pelayanan data dan

informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri.

13. Ketentuan Pasal 684 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal705C

Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan terdiri

atas:

a. Bidang Sistern Informasi;

b. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi

Informasi; dan

c. Subbagian Tata Usaha.

Pasa! 705B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 705A, Pusat Teknologi Inforrnasi

Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem

inforrnasi, infrastruktur, dan keamanan teknologi
inforrnasi ketenagakerjaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang

sistern informaai, infrastruktur, dan kearnanan

teknologi inforrnasi ketenagakerjaan;

c. penyiapan pernantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang sistern inforrnasi, infrastruktur, dan

keamanan teknologi inforrnasi ketenagakerjaan;

dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat Teknologi Inforrnasi

Ketenagakerj aan.

mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan eli bidang

teknologi informasi ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan

Pasal 705A

InforrnasiTeknologiPusat
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PasaI 705G

(1) Subbidang Perancangan Sistem Inforrnasi

mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang identifikasi kebutuhan, analisis,

Pasal 705F
Bidang Sistern Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Perancangan Sistem lnformasi; dan

b. Subbidang Pengembangan Sistern Informasi.

analisis, perancangan, tata kelola dan layanan,

serta pengembangan sis tern inforrnasi
ketenagakerj aan.

informasisistempengem bangan

ketenagakerjaan; dan

c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang identifikasi kebutuhan,

Pasal 705E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 705D, Bidang Sistem lnformasi

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di

bidang identifikasi kebutuhan, analisis ,
perancangan, tata kelola dan layanan, serta

pengembangan sistem informasi

ketenagakerjaan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis

di bidang identifikasi kebutuhan, analisis,

perancangan, tata kelola dan layanan, serta

Pasa1705D

Bidang Sistem Informasi melaksanakan penyiapan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem

informasi ketenagakerj aan.
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Pasal 7051
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 705H, Bidang Infrastruktur dan Keamanan
TeknologiInformasimenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di

bidang pengernbangan, tata kelola, layanan

infrastruktur serta keamanan teknologi informasi
ketenagakerjaan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang pengembangan, tata kelola, layanan

infrastruktur serta keamanan teknologi informasi

ketenagakerjaan; dan
c. penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pengernbangan, tata kelola,
layanan infrastruktur serta kearnanan tekn010gi
inforrnasiketenagakerjaan.

Pasa1705H
Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi

Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pernantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan
keamanan teknologiinformasiketenagakerjaan.

perencanaan dan tata kelola sistem informasi
ketenagakerjaan.

(2) Subbidang Pengembangan Sistem Inforrnasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
serta pernantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pengembangan, standardieasi, integrasi,

pengelolaan dan layanan sistem informasi
ketenagakerjaan.
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Pasal 705L
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan Barang

MilikNegara, dan rumah tangga Pusat.

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan, tata kelola dan
standardisasi keamanan teknologi inforrnasi

ketenagakerjaan.

bidang pengembangan, standardisasi dan
layanan infrastruktur teknologi informasi

ketenagakerjaan.
(2) Subbidang Keamanan Teknologi Informasi

Pasa1705K

(1) Subbidang Infrastruktur Teknologi Infonnasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

Pasal 705J

Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi

Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Infrastruktur Teknologi Inforrnasi; dan

b. Subbidang Keamanan Teknologi Informasi.
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SALlNAN SESUAI DENGAN ASLINYA

BERITA NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 870

WIDODO EKATJAHJANA

ud.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERJANHUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

M. HANIF DHAKlRl

ttd.

MENTERIKETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan eli Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri iru dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Struktur Organisasi Kernen tcrian Ketenagakerjaan

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

a. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja

b. Biro Keuangan

c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur

d. Biro Hukum

e. Biro Umum

f. Biro Kerjasama Luar Negeri
g. Biro Hubungan Masyarakat

Struktur Organisasi Direktorat JenderaJ Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

DAFTAR LAMPtRAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 20]5

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
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b. Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja

c. Direktorat Bina. Kelembagaan Pelatihan

d. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan

e. Direktorat Bina Pemagangan

f. Direktorat Bina Produktivitas

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pernbinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

b. Direktorat Pengembangan Pasar Kerja

c. Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

d. Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

e. Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

f. Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

b. Direktorat Persyaratan Kerja

c. Direktorat Pengupahan

d. Direktorat Jarninan Sosial Tenaga Kerja

c. Direktorat Kelernbagaan dan Kerja Sarna Hubungan Industrial
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PENELlTlAN PELATlHAN, PENELITIAN HUBUNGAN
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SUBBIDANG SUBBlDANG

SUBB.lDANG
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SUBBillANG
KEAMANAN

TEKNOLOGI TNFORMASI

SUBBIDANG
INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGIlNFORMASI
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BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN

KEAMANAN TEKNOLOGI
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KELOMPOK
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II

SUBBIDANG
PENGEMBANGANSISTEM

LNF'ORMASI
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PERANCANGANSISTEM
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BIDANG
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SUBBAGIAN
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TEKNOLOGI INFORMASI
KETENAGAKERJAAN
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MENTERI
KETENAGAKERJAAN
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BlDANG EKONOMI DAN BIDANG KERJA SAMA BlDANG HUBUNGAN ANTAR BTDANGKEBIJAKAN PUBLIK
SUMBER DAYAMANUSIA TNTERNASIONAL LEMBAGA

STAF AHLI
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PENDIDIKAN DAN PELATIH

SUMBER DAYA MANUS
KETENAGAKERJAAN
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SUBBAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR
DAN KEUANGAN

-

I

- KELOMPOK r-
- JABATAN r-

PUNGSrONAL

I

SUBBIDANG
- EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBIDANG
- EVALUASI DAN PELAPORAN

I

SUBBAGIAN
SUMBER DAYAMANUSIA

APARATUR
DAN KEUANGAN

SUBBlDANG
'-- EVALUAsr DAN PELAPORAN

SUBBIDANG
t- PROGRAM DAN KERJA SAMA

I

BIDANG
PROGRAM,KERJASAMA

DANEVALUASI

I

BAGIAN
TATA USAHA

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN
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